WALIKOTA KUPANG .

FROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIEOTA KUPANG

NOMOR 33 TAIUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS] SERTA TATA

Menimbang

Mengingat

KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIEOTA KUPANG,

2 bahwa untuk melaksamakan ketemivan Pazal 4

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Momor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanasn Struktur Organigazi pada
Instansi  Pemerintah untuk  Pem ederhanaan
Birakrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi. Tugas dan
Fungsi serta Tata Kega inspektorat Daernh  Koin
Kupang,

Fasal .1B ayat (6] Undang-Undang Dasar Negarn
Fepublik Indonesgia Tahun 1945;

Undang-Undang Nemor 5 Tahun 1996 (entang
Pembentukan Kotamadya Deersh Tingkat T Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 1906
Momor 43, Tambahan Lembaren Negara Republik
Indonesia. Nomor 3633);

Undang-Und.ang MNomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinlahan Daerah [Lembaran MNegara. Republik
Indonesia Tahun 2014 MNomor 244 Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telalh diubah beberapa kali terakhir



¥

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kepa (Lemmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintabh Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Ferangkat Deersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2016 HNomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah divbah dengan  Peraturan
Femerintah Nomor 72 Tahun 2019 {lemberan Negara
Republik  Indonesiz  Tahun 20149 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peratwran Menteri Pendayagunaan Aparafur Negara
dan FEReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tertang Penyederhanaan Souktur Orpanisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peratyran Daerah Kora Kupang Nomaor 13 Tahun 2316
lenlang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota, Kupang (Lembaran Dagsrah Kota Kupang Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerzh Kpla
kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah
beherapa kali wrakhir dengan Peraturan Daerah Keta
Kupang Nemor © Tabun 2019 tentang Perubahan
Kedus Atas Peraturan Deereh Kota Kupang Nomor 13
Tahun 206 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daemabh Kota Kupang {Lembaren Daerah
Kola Kupang Tahun 2012 Nomor 06, Tambghan
Lembaran Daerah Kota Kupang Nemor 285):



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA KUPANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Damerah adelah Kota Kupang,
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang,
Walikota adalah Walikota Kupang.

£ M

Bekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Belkretariat Daerah

Kota Kupang.

3  Selgetaris Daerah, selanjptnya disebut Sekda adalah Sekietaris Daerah
Kota Kupang.

B Imspcktorat Decrah yang selhnjutnya discbut nspelttorat adalah
Inspeitorat Daerah Kota Kupang.

ToJalmtan Admimstraszi adalah sekelompok jabatan yang benisi fungst dan
tugas berkaitan  dengan  pelayanan  publik  serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

& Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan denpan p'-ela}ranan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

0, Peabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduld Jabatan
Fungsional pada Instansi pemerintah.

10.8ub Koordinator adalah pejabat fungsional jenjeng ahli muda yang

ditugaskan untule melaksanakan sebagian tugas yang diamenatkan, haik

yang merlipakan Lurunan langsung maupun tidak langsung dan tugas

jabatan administrator di lingkup unit kerja.



BAB 11
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISAS]

Pasal 2 .

i1} Inspektorat mermpakan unsur DENZAWAS penyelenggaraan
Pemerintahan Daeral.

() Inspelctorat sebaganimene dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleb
Inspeldtur  yang berkeilludukan «F bawsh dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretariz Daerah

13} Inspektorat sebagaimana dimaksud pada avat (1] mempunyai Lugas
membantu Walikota membina dan menpawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi  kewenangan daerah dan tngas
pembantuan oieh Perangkat Daerah.

(4} Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] menyelencoparakan fungsi:

a. perumusan kebijpkan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasaty,

b. pelaksenman pengawasan internal terbadap kinerja dan keuangan
melalui  audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kepjaten
pengawasan lainnva;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu alas pentgasan

Waliknta:

penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan koordinesi pencegahan tindak pidana korupsi;

pengawasan pelalcsanzZan program teformasi birokresi;

pelaksanaan administras: Inspektorat Daerah; dan

= I I -

pelaksanaan Mngsi lain vang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinva,

5] nspektorat dalam melaksanakan tugasniva berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan Walikota, kecuali terdapat potensi penyalahgunaan
weEwenang danfalay kerugian keuangan negers danfatAa  dacrah,
Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
avat (4 huruf ¢ tanpa menunggt penugasan dari Walikola.

(6] Inspeictur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walilkata
secara berkala melalw Sekretaris Daerah, kecusli berdasatrkan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan hurufe
terdapal. indikasi penyalabgunaan wewenang den/atau  kerygian
keuangan negara/daerah maka lnspekiur wujib melaposkan lkepada
Gubernur sebagai wakil Permerintah Pusat.
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Pasg]l 3

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan
Tipe A dengan susunan organisasi adalah sebagal bherikut :
a. Inspekiur;

b, Sekretarial dengan 1 |salu] Sub Bagian Administrasi Umum dan

Keuangan;

[aspelctur Pembantu [
Inepektur Pembantu I
Inspektur Pembantu IT];
Inspektur Pembantu IV;
Imspekiur Pembantu V: dan

= . S <V

Kelompak Jabatan Fungsional.

Selkretariat sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, dipimpin oleh
Sekretaris vang berada di bawah dan bertanggung jawal) kepada
Inspelctur.

Masing-masing Inspekttur Pembantu dipimpin oleh lnspektur Pembantu
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [nspektur.

Sub Bsgian dipimpin oleh Kepala Suh Bagian yang berada di bawah dan
bertatngpungiawab kepada Sekretaris,

Badan Susunan Strukiur Organisasi sebagamans dimaksud pada ayat
(1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yeang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikola ini.

BAB 11
TUGAS DAN FUNGSI

Pasail 4

Sekretariat mempunval tugas melaksanakan pembinaan telmis dan
adminigtratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ingpektorat
Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksod pada asat (1),
Sekretamat mempunyai fungs:
a pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran

pEngAwASan, PENYyEpEn penyusdnAn  TANGANEAN  peraturan

perundang-vndangan dan pengadministrasian kerja sama;



(1)

(2

(1}

[2)

b pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan,
analisis dan periyajan laporan hasil pengawasan scrta monitoring dan
evaluasi pencapaian kinerja;

c. pelksanaan pengelolaan keuangan;

d. pengelelaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumagh
tangga: dan

€. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh arasan.

Pesal 5

Suby Bagian Administrasi Umum dan Keunangan, mempunyai tugas

melaksanakan urusan kepegawsaian, tata usaha, perlengkapan dan
rummeh tanggs, pengelolaan keuangan, penatausahaan, sakuntansi,
verifikasi, pembukuan den pelaporen keuangan.

Untuk meiaksanakan tugas sebapaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Administrasi Umum dan Keutangan mempunyai fungsi

a pelaksansan administrasi kepegawaian;

pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat:
pelaksanaan urusan perlengkapan;

pelaksansan urusan rumah tangga;

® oD o

pelaksanasn anpgaran dan peviapan bahan tangsapan ates laporan

pemerksaan keuangam,

=)

pelaksanean perbendaharaan;

pelaksanaan verifikasi, akuntast dan pelaporan keuangan; dan

tm

h. melaksanakan tugas dimas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal &
Inspektur pembantu mempunyai wgas melaksanskan pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolsan keuangan, Lkinegja dan
urusan pemerintahan daerah pada peranglkat daerah.
Untuk melaksanakan tugss sebagaimana dimaksud pada ayat (I,
Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:
4. penyiapan  penyisunan  kebijgkan  terkait  pembingan  dan
pengawasan terhadap peranglat daesrab;
i perencansan program  pembinaan  dan penpawasan  terhadan
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daeraiy
¢. pengkoordinasian pelaksanaan pOngAWwAaSarn fungsinnat
penyelenggaraan urusan pemerintahean daerah;
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(1)

(2|

&

pengeaEsan keuangan dan kinerja perangkat daerab;

e. pergawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan deerah
yang rneliputi bidang tugss perangkat daerah,

f penylapan perumusan kebijakan dan [(asilitasi  pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

g kerja same pelaksanaan pengawasan dengean Aparat Pengawas
[nternal Pemerintah lainnya;

h. pemeantauan dan pemutakhiran tindak lanjuat hesil pengawasan,

i pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penlgssan

Inspektur;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidanza korupsi;

pengawasan pelaksanaan program relormasi birokrass,

penyusUnan laporan hasil pengawasan; dan

au—'F'H-'-

pelaksanaan tugas khin vang diberikan oleh Inspsktur scauai dengan
tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja  pembinaan dan
pengawasan pada instansi/peranglkat dagrah i hnglungan Pemerintah
Daerah.

Penetapan wilayah kera inspektur Pembantu sebapaimana dimalksud
pada avat [3), ditetapkan dengan Keputusan Inspekiur,

BAB IV
EELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7
Kelompolk Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjuang fahatan fungsional yang terbagl dalam berbagai kelompok sesuai
denpan bidang keahliannya_
Kelompok Jebaten Fungsional mempunyai tugss melaksanalkan
schagian  tugas Inspekrorat Dasrah  berdasarkan keahlban  atau
keterampilan yeng dimilikinya sesuai dengan norma  standar aodit
pemerintahan dan ketentuan hin yang berlaku.
Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebaganimana dimaksud pada ayat
{1] ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kemga vang diatur
sesual dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
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Pasagsl 8
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan beranggung jawab
secara lanpgsung kepads pejbat tinggi madya, pejabat pimpinan tingg
pratania pejabat administrator, atau pejabat pengawas vang mermniliki
keterkaitan dengan pelaksenaan fugas Jahbatan Fungsional,
Penentuan jabatan fungsional berkedudukan dan bertanggung jawab
scare. langsung sebagaimana dimaksud pada ayar (1) disesuailkan
dengan struktur orgamisass,
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator Jabatan
Fungsional yang ditctapkan oleh pejabat Pembinga kepegawaian atas
usulan pepbat yang berwensng.
Sub Koordinator sebagaimsna dimaksud pada ayat (3] melaksanakan
tugas penyusunan rencand, pelaksanaan dan  pengendalian,
pemantauan  dan  evaluasi, serla pelaporan pada satu  kelompok
sybstansl pada masing-masing penpelompokan  fngsi  jabatan
adminstralar
Suby Koordinator sebagaimana dimaksud pada &t [4), berkedudukan di
bawah sekretariat vang terdiri atas:
a, Sub koordinator substansi perencanaan;

b Sub koordinator substansi analisis dan evaluasi;

BARB V
TATA KEEJA

Pasal 9
Dalam melaksanakan 'tugasn}‘a., geliap unsur organisasi waljib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalarn
linglungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
linglungan pemerintah daerah serta dengan instansi kin di luar
pemerintah dacmh sesuai dengen tugas masing-masing.
Setiap unsur organisasi wajil mengawasi bawahannya masing-masing
dan hila lerjadi penvimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap unsur organisasi wajb bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasiican bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksapnaan tugas bawahannya.



menylapkan dan menyampaikan laporan baik insidentil maupun
berkala pada waktunva.

{3) Setizp laporan yang diterima ocleh setiap unsur organisasi wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lelkh
lanjut dan untuk memberikan perunjuk kepada bawahan_

(6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan
wajih disampaikan pula kepada satuan orpanisasi lainnys yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerjs,

(7 Dalam melaksanakan tugas, seliap unstr organisasi wajib mengadakan
rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepada
bawrahan masing-masing.

BAB V]
KETENTUAN PERALIHAN

FPasal 10
Pada sast Peraturan Walikota i mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya ssmpai dengan ditetapkan pejabat yang bamg

berdasarkan Peraturan Walikots ini.



BAR Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11 °
Pada saat mulai berlakunva peraturan Walikota ini, Peraturan Walikotn
Kupang MNomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, SBusunan Urgamisasi,
Tugas dan Funpsi setta Tala Kerja Inspektorat Daerah Keta Kupang
{Berita Daerah Kota Kupang Tabun 2020 Nomor 509) dicabut dan
dinyatakan tdak berlaku.

Fgsal 172

Peraturan Walilkota ini mulai berlaku pada tAnggal diundengkan.

Agar sedap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota 1t dengan penempatannye dalam Berita Dacrah Kota
Kuparnig

Ditetapkan di Kupang
pade tanggal 31 Desc miexr 2021

#Jw.m_ TA KUBANG,

’L"I_Ei**IRS ON & RIWU KORE

Diundanpgkan di Kupang
pada tangeal 31 Desember 2021

, SERRBTARIS DAERAH IOJA KU ANG.A

FMIl{EﬂS Y PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 550
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